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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem penganggaran berbasis kinerja merupakan salah satu metode
Kinerja yang bertujuan untuk mengatasi masalah anggaran tradisonal, yakni
kurangnya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam
mencapai tujuan dari suatu organisasi. Organisasi pemerintah seharusnya
menggunakan anggaran berbasis Kinerja untuk proses penyususan anggaran.

Ketentuan penerapan anggaran berbasis Kinerja telah ditetapkan
Pemendagri yang tertera dalam Pemendagri No. 59 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini disebutkan
secara jelas bahwa Penyususan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) melalui pendekatan berbasis Kkinerja
dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan
pengeluaran.

Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran didasarkan pada prestasi kerja
yang dilengkapi dengan perangkat lain seperti pencapaian kinerja, indikator
kinerja, analisis standar kinerja, standar satuan harga, dan standar pelayanan
minimal.

Penganggaran berbasis kinerja berfokus pada value for money yakni,
efesiensi, efektivitas, dan ekonomis. Konsep efesiensi berhubungan dengan

biaya rata-rata terendah untuk menghasilkan output, konsep efektivitas



berkaitan dengan pencapaian tujuan yang paling berdaya guna, sedangkan
konsep ekonomis itu sendiri berkaitan dengan perolehan input yang semurah
mungkin

Secara teknis, penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja adalah
subsistem perencanaan strategis. Untuk mengimplementasikan sistem
anggaran berbasis kinerja, pertama-tama kita harus merumuskan isu-isu
strategis yang berkaitan dengan rencana dan kegiatan. Penetapan rencana dan
kegiatan tersebut terikat dengan indikator kinerja yang digunakan sebagai
tolak ukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Anggaran berbasis kinerja mencakup informasi mengenai pengeluaran,
pendapatan, dan kegiatan. Oleh karena itu, anggaran berbasis kinerja dapat
digunakan untuk belanja maupun untuk membiayai suatu kegiatan dalam
sebuah organisasi. Belanja dibagi menjadi tiga bagian, yakni belanja pegawai,
belanja barang, lalu yang terakhir belanja modal.

Salah satu prinsip utama dalam mewujudkan kepemerintahan yang
baik adalah akuntabilitas. Di dalam konteks birokrasi pemerintahan,
merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan dan melibatkan
pencapaian misi yang ditetapkan, organisasi pemerintah dibuat oleh publik
dan untuk kepentingan publik, karena itu perlu mempertanggungjawabkan
tindakan dan kebijakannya kepada publik, hal ini dalam studi administrasi
negara disebut dengan akuntabilitas. Secara terminologi, akuntabilitas
merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik

telah digunakan secara tepat untuk tujuan apa dana publik itu ditetapkan.



Berdasarkan data yang telah didapat oleh peneliti di Desa Cibiru Hilir
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, peneliti menemukan fenomena
yang terjadi di Desa Cibiru Hilir, ditemukan permasalahan mengenai Laporan
Realisasi Anggaran Belanja Daerah yang mengalami penurunan pencapaian
program pada tahun 2019-2020. Dimana masyarakat saat ini lebih
memperhatikan Kkinerja instansi, karena kinerja instansi pemerintah lebih
banyak didanai oleh dana masyarakat. Melalui penerapan penganggaran
berbasis kinerja diharapkan anggaran yang sudah ditetapkan dapat terealisasi
secara tepat sesuai dengan maksud serta tujuan yang ingin diperoleh
pemerintah. Namun dalam proses pelaksanaannya, perumusan dan
penggunaan anggaran di Desa Cibiru Hilir masih belum optimal, hal ini
terlihat dari hasil program yang menurun. Berikut merupakan perbandingan

Realisasi Anggaran Belanja Daerah di Desa Cibiru Hilir.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Berbasis Kinerja
Desa Cibiru Hilir
Tahun 2019-2020

Uraian Anggaran Realisasi %

Belanja 995.316.500.00 993.166.500.00 99,79%

Langsung (2019)

Belanja 1.061.377.700.00 1.047.777.700.00 98,71%

Langsung (2020)




Sumber: Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibiru Hilir
Kecamtan Cileunyi Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019-2020 (Diolah

Peneliti, 2021)

Berlandaskan tabel di atas, memperlihatkan bahwa belanja langsung
yang tercantum dalam Anggaran Belanja Desa dalam Bidang Penyelenggaraan
Pemerintah Desa di Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
terdapat realisasi penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan target yang
telah ditentukan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 99,79% dan tahun 2020 yaitu
sebesar 98,71% mengalami penurunan dibandingakan dengan tahun

sebelumnya yang sudah mencapai target.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa ada
fenomena permasalahan lain yang tampak di Desa Cibiru Hilir Kecamatan

Cileunyi Kabupaten Bandung yaitu:

1. Perencanaan program serta pemakaian anggaran yang belum optimal.
Dilihat dari realisasi program atau kegiatan yang belum sepenuhnya
dilaksanakan.

2. Tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan program untuk
mensejahterakan masyarakat yang sebagian besar kegiatannya dibiayai
dari dana masyarakat masih kurang baik, sehingga tidak mencapai

tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan data dan fenomena diatas, oleh karena itu peneliti sangat

tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul



“PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
AKUNTABILITAS DI DESA CIBIRU HILIR KECAMATAN

CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG”

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis dapat menentukan

permasalahan sebagai berikut:

1. Perencanaan program serta pemakaian anggaran yang belum
optimal. Dilihat dari realisasi program atau kegiatan yang belum
sepenuhnya dilaksanakan.

2. Tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan program untuk
mensejahterakan masyarakat yang sebagian besar kegiatannya
dibiayai dari dana masyarakat masih kurang baik, sehingga tidak

mencapai tujuan yang diharapkan.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka perumusan
masalah dalam penelitian yang berkaitan dengan pengaruh anggaran berbasis

kinerja terhadap akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh efesiensi dalam Anggaran Berbasis
Kinerja Terhadap Akuntabilitas di Desa Cibiru Hilir Kecamatan

Cileunyi Kabupaten Bandung?



2. Seberapa besar pengaruh efektivitas dalam Anggaran Berbasis
Kinerja Terhadap Akuntabilitas di Desa Cibiru Hilir Kecamatan
Cileunyi Kabupaten Bandung?

3. Seberapa besar pengaruh ekonomis dalam Anggaran Berbasis
Kinerja Terhadap Akuntabilitas di Desa Cibiru Hilir Kecamatan
Cileunyi Kabupaten Bandung?

4. Seberapa besar pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap
Akuntabilitas di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten

Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian

ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh efesiensi dalam Anggaran Berbasis
Kinerja Terhadap Akuntabilitas di Desa Cibiru Hilir Kecamatan
Cileunyi Kabupaten Bandung.

2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas dalam Anggaran Berbasis
Kinerja Terhadap Akuntabilitas di Desa Cibiru Hilir Kecamatan
Cileunyi Kabupaten Bandung.

3. Untuk mengetahui pengaruh ekonomis dalam Anggaran Berbasis
Kinerja Terhadap Akuntabilitas di Desa Cibiru Hilir Kecamatan

Cileunyi Kabupaten Bandung.



4. Untuk mengetahui pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap
Akuntabilitas di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten

Bandung.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan maupun pedoman
bagi penelitian selanjutnya dibidang sosial. Kemudian, tujuannya
adalah untuk memperluas pandangan tentang administrasi publik,
terutama yang terkait dengan pengaruh anggaran berbasis kinerja

terhadap akuntabilitas.

2. Manfaat Praktis
a. Untuk Pengkaji

Guna menambah keterampilan serta pandangan berfikir, terutama
yang terkait pada pengaruh anggaran berbasis Kkinerja terhadap
akuntabilitas.
b. Untuk Lembaga Terkait

Observasi ini dapat dijadikan bahan acuan dan catatan kinerja di
Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yang
terkait dengan pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap
akuntabilitas.

c. Untuk Pengkaji lain



Hasil dan observasi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi
penelitian selanjutnya untuk mengerjakan observasi yang lebih spesifik

serta mendetail di bidang yang sama.

1.6 Kerangka Pemikiran
Pokok penelitian yaitu Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap
Akuntabilitas di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung,

yang menjelaskan metode pelaksanaan kegiatan Administrasi Publik.

Akuntabilitas publik merupakan poin yang amat bermakna dalam
penyelenggaraan administrasi publik, sebab akuntabilitas publik adalah ukuran
untuk menunjukkan apakah kegiatan atau layanan birokrasi publik yang
dikerjakan oleh pemerintah sesuai dengan norma serta nilai yang diyakini oleh
masyarakat, serta apakah layanan publik tersebut dapat memenuhi keperluan

masyarakat yang sebenarnya.

Penyusunan anggaran yang ditetapkan pada instansi pemerintah
Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 adalah anggaran
berdasarkan pendekatan kinerja yang mulai diterapkan secara bertahap mulai

tahun anggaran 2005.

Anggaran yaitu suatu program yang dirancang secara terstuktur dalam
format nilai serta mencakup semua kegiatan organisasi dalam periode waktu
tertentu di masa yang akan datang. Anggaran adalah arsip yang memaparkan
situasi finansial suatu organisasi, yang mencakup penjelasan tentang

penerimaan, pengeluaran, serta kegiatan.



Anggaran yaitu rencana yang disusun berdasarkan program-program
yang telah disepakati dalam sebuah organisasi. Perkembangan sistem
penganggaran semakin lama semakin membaik dalam mengakomodasi

berbagai penganggaran publik.

Proses perencanaan anggaran dimulai dengan menyusun rancangan
terstruktur di dalam organisasi. Rencana terstruktur yang dikembangkan harus
memperhatikan keinginan serta kebutuhan masyarakat sebagai stakeholders
utama. Berlandaskan rancangan terstruktur yang telah ditetapkan, dirangkum
dalam rancangan kinerja tahunan setiap tahun. Rancangan kinerja yaitu
penjabaran lebih lanjut dari rancangan terstruktur yang berisi semua indikator
serta target yang ingin diraih dalam satu tahun. Rancangan kinerja yaitu tolak
ukur yang akan dimanfaatkan untuk mengevaluasi kesuksesan atau kegagalan
intansi dalam proses tata kelola pemerintahan tahunan. Anggaran yang
disiapkan merupakan anggaran dengan menggunakan metode kinerja, sebab
dalam anggaran dapat mencerminkan keterkaitan antara dimensi finansial dari

semua aktivitas dengan objek terstruktur dan rancangan kinerja tahunan.

Penganggaran berbasis kinerja adalah sitem anggaran yang berfokus
pada output organsasi serta sangat berkitan erat dengan visi, misi, serta

rencana terstruktur di dalam suatu instansi.

Adapun indikator terkait penganggaran berbasis kinerja yaitu (Bastian,

2010):



1. Efesiensi

Efesiensi merupakan hal yang terpenting, yaitu menggunakan rumus
sebagai berikut: Jika rasio efesiensi cenderung lebih tinggi dari pada
organisasi dianggap lebih efesiensi. Apabila hasil rasio lebih besar dari
satu dibandingkan hasil rasio yang sama, program tersebut dapat
dikatakan lebih efesiensi. Oleh sebab itu, ada empat cara untuk
meningkatkan efesiensi, yang pertama adalah meningkatkan efesiensi
dengan meningkatkan keluaran dari masukan yang sama. Kedua,
dengan meningkatkan rasio keluaran lebih besar dari peningkatan
masukan. Ketiga, dengan mengurangi masukan keluaran yang sama.
Keempat, dengan mengurangi rasio masukan melebihi keluaran.
Efektivitas

Efektivitas merepresentasikan keberhasilan maupun kegagalan
peraihan target. Tolak ukur mencerminkan keluaran. Tujuan organisasi
harus spesifik, rinci serta terukur. Untuk mecapai target ini, organisasi
sektor publik sering kali tidak memperhatikan anggaran yang
dikeluarkan. Ini dapat terjadi jika efesiensi biaya bukan salah satu
indikator sosial.

Ekonomis

Indikator ekonomis adalah indikator mengenai penggunaan input,

efesiensi input dan output, dan efektivitas terkait output.
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Akuntabilitas yaitu keharusan suatu organisasi untuk menyampaikan
dan mengungkapkan semua kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan

sumber daya publik kepada pihak yang dipercaya.

Sistem akuntabilitas publik yang harus diterapkan oleh organisasi
sektor publik mencakup beberapa aspek. Berdasarkan Elwood (1993) yang

dikutip oleh (Mahmudi, 2015) aspek akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum serta Kejujuran (accountability for probity and
legality)

2. Akuntabilitas Manajerial (manajerial accountability)

3. Akuntabilitas Program (program accountability)

4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability)

5. Akuntabilitas Finansial (financial accountability)
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Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

(X)
Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran  berbasis  kinerja
merupakan sistem penganggaran
yang berorientasi pada output
organisasi, dan berkaitan sangat
erat dengan visi, misi, dan rencana
strategis  organisasi.  Indikator
anggaran berbasis kinerja adalah

sebagai berikut:

1. Efesiensi
2. Efektivitas

3. Ekonomis

(Bastian, 2010)

Sumber: (Diolah Peneliti, 2021)

(Y)
Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewaiban agen
(pemerintah) untuk mengelola sumber
daya, melaporkan dan
mengungkapkan segala aktivitas dan
kegiatan yang berkaitan dengan
penggunaan sumber daya publik
kepada pemberi mandat (prinsipal).
Dimensi akuntabilitas adalah sebagai
berikut:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan
Hukum

Akuntabilitas Proses
Akuntabilitas Program
Akuntabilitas Kegiatan
Akuntabilitas Finansial

ok~ own

(Mahmudi, 2015)
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